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Kata Pengantar

; debd diterbitkannya Unddng-Undang Perbankan Nomor 7 lahun 1992
' scbd;:‘cilmana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,
_ Jandasan hukum Lembaga Perbankan semakin eksis. Disebut demikian, karena
“dalam undang-undang ini diatur berbagai hal baik mengenai kelembagaan
"’pubdnkan maupun lentang kegialan yang boleh dan yang dilarang dalam
- menjalankan kepiatan usaha perbankan. Yang cukup menarik untuk dikaji lebih
; dalam Undang-undang ini adalah perihal pembagian bank. Dalam undang-undang
_')gtl}dnkdn hanya dikemukakan, pembagian bank diilihat dari {ungsinya dibagi
- ;."dud yakni pertama Bank Umum ddn kedua adalah Bank Per kr cdmm Rakyat
" (BPR). _
' Apa latar belakang ){,ml}d"ldﬂ kedua fupgsi bank yang dimaksud, sccara
mor matif tidak dijelaskan dalam undang-undang perbankan. Dalam penjelasan
& _'1im_1i_1_3 hasiya dikemukakan, sebagai berikut: Peranan Perbankan nasional perfu
”"_.(?_it:i_n gkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan
. :'":'dén!a masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan scktor
._ _pc'r“ckonmnian nasional dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan
-menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan
memperkuat struktur perekonomian nasional, Demikian pula bank pertu
~memberikan perhatian yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja
~perckonomian di wilayah operasi tiap-tiap kantor.

: Yang menjadi pertanyaan sckarang adalah, apakah pembagian terscbut
- masih begitu relevan, mengingat jangkauvan wilayah kerja bagi bank umum tidak
: add pembatasan. Hal ini berarti Bank Umum dapal membuka cabang di selurub
-_.pd()sok tunah air, Apabila demikian, tantangan yang dihadapi oleh BPR tidak
~saja masalah permodalan, akan tetapi juga masalah Sumber Daya Manusia
yang sangat lerbatas, Bila hal ini tidak scgera diatasi, cepaf atau lambat BPR
akan jauh tertinggal dan bahkan kemungkinan harus melikuidasi diri, Berangkat
dari kondisi ing, terlebib lebin lagi perkembangan industri perbankan berkembang
f”dcngém cepatl, maka langkah yang bijak adalah bagaimana menycsuaikan diri
o 1(,1114111 perkembangan dunia pmbankan dan perkembangan masyarakat yang
jupa terus berkembang.

' Apasaja bidang usaha yang dapat dilakukan oleh BPR? Sebelum menjawal
“pertanyaan ini kiranya perfu diketahui febih dahulu tentang pengertian BPR.
~Adapun pengertian Bank Perkreditan dijabarkan datam Pasal 1 angka 4 UUP:
“Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
k(}swunsumal atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak
nemberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sclanjutnya dalam Pasal |
: é\s:l_gkzi 13 UUP dijelaskan: Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan
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; hukum IsIam antara bank dcngm pitiak lain unmk mc,nyunpdn dana dan/atau
“pembiayaan kegiatan usaha; dtau kegiatan idmnya yang dinyatakan scsuai dengan
“$yariah, antara lain pcmblayacm berdasarkan prinsip bagt hasil (mudharabah,

R pcmbld}/ddﬂ berdasarkan prinsip pcnycriam modal (mmhm‘a/cah) prinsip jual
- belibarang dcngqn mcmpcmlch kcuntungc&n (mwaba/mh) alat pembiayadn
:barang modal berdasarkan prinsip sewa murni {dnpa pxhhdn (tjarah); atau

- denigan ddanyapilihan pemindahat kupumhkcm atas bdmng, ycmg, dIS(,Wd clarl' =
o p1hak bank ol(,h plh": ¢ Tain (qm uh wit zqtma) '

_ Kcmbah kcpqda pc1l’1nyaan di atas }akd clmermcltl %ccaia %dksclma Lmd'mg—
uncEano pc1b’mkdn, secara nmmat:f telah’ dlatur bidang u&.ahd apa saja yang
~dapat dilakukan olch BPR. Icpatny% d':!am Pasal 13 d1kemuk'ﬁ<au U‘;aha
. Bank Pcrkrcdltan deydt mchputl e T -
AL mcng,hlmpun dana dari masyar akat dafam bgntuk sxmpanan bcrupa dcpmﬂo '
hu]ang,ka tabungan; (lcm/atm I‘cntuk lamnyaywn;, dlpcrq 1makan dc,ng;muu

b, ‘memt amkan kredit; _ . S
c. m(,ny(,chdkcm punbxayddn dan pc,ncmpdtan dcmd buddqclrkan l‘mmp _
© Syarizh, sesuai citng,an ketentuan yang ditetapkan oleh chk fn(i(musm
d. nmnc,mpdtkdn ddmnyd dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SH{)

depesito berjangka, bblti{lkdt ¢ Lp()&lto, dan/atau tabungan pada bank lain.

Sedangkan bidang maha yang tidak boleh dilakukan olch BPR dijabarkan
dalam Pasal 14: Bank Perkreditan Rakyat dilarang:

a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam talu fintas pcmbaydlcm
b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;

¢. melakukan penyertaan modat;

d: melakukan usaha perasuransian;

e. melakukanusaha E(Hi} dx luar kegiatan usaha scbdgazmand dlmai(sud dalam

Pasal 13 _ _

Ada satu ‘hal yang patul diperhatikan dalam bidang usaha BPR, tidak
menerima simpanan giro. Hal ini bucutz sccara leoritis, BPR dilarang
ll"l(‘l"lubllkdﬂ( ck dan Bityet Giro. B _ N

SLpull halnya lembaga keuangan pada vouumnya, BPR pun dalam
menjalankan fungsinva yakni menerima simpanan dan memberikan kredit
kepada nasabah, Mencermati bidang usaha yang dapat dilakukan oleh BPR,
hal ini tentu dilihat dari segi bisnis cukup mbll]dlljlkdﬂ Olch karcna itu, bagi
pelaku usaha yang jeli melihat ‘peluang int, km{,mpdtan tersebut akan
dimanfaatkan scoptimal mung_,km Pcluang} ini semakin terbuka, terlebih lagi
kc]mdnanBPR;mbumda di lingkungan masyarakat. Flal ini berarti, dilihat dari
potens sumber dana yang dapat digarap ada di sckitar bank melakukan kegiatan.
Di sisi lain mayarakat pun, cukup membutuhkan bdn%uanl ank dalam melakukan
ber! bdljdl llal]%dk‘,l keuangan bc\lk untuk kepentingan pribadi maupun kcpuuuu,cm
bisnis.
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_E-M'c:lihﬂi peluang untuk mendirikan BPR, yang menjadi pertanyaan adalah
ipakah scmua pihak dapat mendirikan BPR ataukab ada syarat-syaral yang
Yarus d;pumh] ? Apabila dicermati sccara saksama apa yang dijabarkan dalam
»uuddng pe bdnkdn l]dd}((l;bldskd]] secara Spbsl] ik lunang sy aral- symdt

'f'ﬁya duclds]\cm tentang bentuk hukum yang imx us (hpillh ddlmn m(,ndn ikan
PR Tepatnya dalam Pasal 21 Ayat (2) UUPcrbankan dijelaskan: Bentuk
i Kkum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari: Perusahaan
) iuai; 'K(}pcmsi Perseroan lu batas, Bentuk fain y:ms, d}luapkan d(,ng)(m
| ran Pemerintab, _

: *'-.‘sc}(m juntya dalam Pasal 23 UUPerbankan dijelaskan: Bank Perkreditan
(ydi imnya ddpdl didirikan dcm dimiliki oleh warga negara Indoncsia YAng
b pemiliknya warga negara Indonesia, pemeriniah dacrah, atau dapat
111](1 bersama di antara kctiganya.

Su,am sqnmds apa ydny dl;dhalkdn ddldm ketentuan dx a{as mmpdknyd

w'in (lalclm hal ini Pu aturan Bank Endoncsm (PB1) maupun dalam Surat
n"'i?nmk Indom,sm (Sl 31 ) Dalam kaitan im]ah bu bagal pu aturarn ydng

_' ‘ilbdhdnnya dumkhm cepal. Olc'h kmcna i, pam p(‘mham juga
l])kcm zga: terus zmnnu,ak kcmhail dp(lkdh pu .:numn ydn dimasksud

“Bandung, 24 Februari 2010
Penghimpun,
Dr.Sentosa Sembirving, S.H. M.1H

- Dosen/Advokat
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PERATURAN BANK INDONESIA
- NOMOR: 11/13/PB1/2009
| TENTANG
_ BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDYT
| BANK PERKREDITAN RAKYAT

l)l* N()/\N RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA (*UBP RNUR
' BANK lNl)()NltblA

bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi,
Bank Perkreditan Rakyat perlu meningkatkan pembiayaan
kepada sekior produkGf terutama membiayai usaha mikro,
keetl, dan menengah;

Munmhnn"‘ a.

b. bahwa dalam upaya meningkatkan pembiayaan kepada
usaha mikro, kecii, dan menengah serta melindung
kepentingan masyarakat, Bank Perkreditan Rakyat wajib
‘memelihara kesehatan dan kdanusunndn usahanya dengan
memper hdllkdn pmmp iﬂ,hdu hdlldn dalam ])L,nyc,dicmn
dana; -

¢. bahwa pencrapan prinsip kebati-hatian dalam penyediaan
dana perlu dilakukan, anlara-lain dengan penycbaran
portofolio penyediaan dana yang diberikan agar risiko
penyediaan dana tersebut tidak o pusat ]Mdd Peminjam
atau kelompok Peminjam tertentu,

d. bahwa berdasarkan pcz‘tmlbemgan schagaimana dimaksud
pada hurul a, huralb, dan hural ¢, dipandang perlu ustuk
mengatur kembali kelentuan tentang Batas Maksimum
Pemberian Kredit bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam
suatu Peraturan Bank Indonesia; '

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
= (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3472) sebagaimana telah divbah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara
“Republik Iindonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambalan
Lembaran Negara Republik Indonesia N()moz 379(})
.:-._:Undang: Unddng Nomor 23 Tahun 1999 ic,mcm;: Bank
*Indonesia (I,cmbdmn N%cu 4 Rc,pubhk Indoncsia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
‘ '111domsm Nomm 3543) subd‘gammndt(,lclh dmhdh ludkhn‘

o

””?-’H? PW tr.’m qn Per unr!rmn Un(!rmgrm : ) : : .
:"Pn."\uduun Rq.’ma.’ (;'H-‘]\) D A . ’ . .1_ ‘




dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 lenlang
Penetapan Peratluran Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 lentang Bank
[ndoncesia Mcenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahan 2009 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 49623,

CMEMUTUSKAN

Menctapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG BATAS

4.

w

melunasi slangnya sctelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;

MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK PER-
KREDITAN RAKYAT.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Bank Indonesia inl yang dimaksud dengan:
I

Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat scbagaimana
dimaksud datam Undang-Undang Nomor 7 Tabun 1992 tentang Perbankan
schagaimana tefah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
dan Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

scbagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

tentang Perbankan Syariah.

Bank Perkreditan Rakyat, yang sclanjulnya discbut BPR, adalah Bank

Perkreditan Rakyat sebagaimanaimaksud dalam Undang-Undang Nomaor

7 Tahun 1992 tentang Perbankan scbagaimana telaht diubah dengan
Undang-Undang Nomor [0 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha
sceara konvensional,

Batas Maksimum Pemberian Krodit yang sclanjutnya dischut dengan BMPK
adalah persentase maksimum realisasi penyediagn dana vang
diperkenankan terhadap modal BPR, :
Penyediaan Dana adalah penananan dana BPR dalam bentuk:

a. kredit, dan/atau _

b. penempatan dana antarbank.

- Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan porsctujuan atau kesepakatan pinjam meminjam’

antara BPR dengan pihak fain yang mewajibkan pihak Peminjam untuk

imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Himptinan Peraforan Perandang- Unidenigan
Tentang Bank Pevkreditan Roakyvar (BPR)




6. Penempatan Dana Antar Bank adalah penanaman dana BPR pada Bank
Jain, dalam bentuk gire, tabungan, deposito berjangka, sertilikat depusito,
kredit yang diberikan dan penanaman dana tainnya yang seicnis.

Modal adaiah modal inti dan modal pelengkap schagaimana diatur daiam
Peraturan Bank Indonesia tentang l(c,wcl]ﬁ)an fenyediaan M()ddl Migimum
BPR.
‘Pihak Terkait adaiah perorangan atau perusabaan/badan yang mempunyai
“hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan dengan BPR.
Pihak Tidak Terkait adalaly peroranpan atau perusahaan/badan yang tidak
-mempunyal hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan
dengan BPR. ' :
- Pelanggaran BMPK adatzh selisih lebih anlara persentase Penyediaan Dana
pada saat dircalisasikan terhadap Modal BPR dengan BMPK yang
diperkenankan.
. Pelampavan BMPK adalab sclisih lebih antara persentase Penyediaan Pana
yang telah direalisasikan terhadap Modal BPR pada saat tangpal laporan
dengan BMPK yang diperkenankan dan tidak termasuk Pelanggaran
BMPK schagaimana dimaksud pada angka 10. '

. Peminjam adalah nasabah perorvangan alau perusa hldﬂfbdddn yang

memperoleh Penyediaan Dana dari B_i_’_R berupa Kredit

. Dircksi:

. bapt BPR berbentuk hukum Perscroan Terbatas adalah Direksi
sehaganmana dimaksud datam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perscroan loerbatas;

b. bagi BPR berbentuk bukum Perusahaan Dacrah adalah Dircksi

scbagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962

: tentang Perusahaan Dacraly;

"¢, bagi BPR berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana

©dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian.,

. Dewan Komisaris:

&, bagi BPR berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah Doewan

- Komisaris schagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan derbatas;

b, bapi BPR berbentuk hukum Perusahaan Dacrah adalah pengawas

- sebagaimana dimaksad dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962

tentang Perusahaan Dacrah;

bagi BPR berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana

- dimaksud dalam Undang- Unddng, Nomor 25 Tahun 1992 (entang
Perkoperagian. '

Uimprian Peraturen Perundang-Undanguan
iang Bank Perkreditan Rakvat (BPR) 3



Pasal 2
BPR waiib memperhatikan pringip kehati-hiatian dalam membuat Pegjanjian
Kredil antara BPR dan Peminjam yang mencantumkan Penycediaan Dana.
Pasal 3 _
(1) BPR dilarang membuat Perjanjian Kredit sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 apabila Perjaniian Kredit terscbut mewajibkan BPR untuk
menycediakan dana yang akan mengakibatkan terjadinya petanggaran
BMPK.

{2} BPR dllamng, memberikan I’unypdm(m Dana yang mengakibatkan
Pelanggaran BMPKL

BAB 11
i)ASAR PERIITUNGAN BMPK
Pasal 4
(1) BMPK untuk Kredit dibitung berdasarkan baki debet Kredit.
(2) BMPK uniuk Pencmpatan Dana Antar Bank pada BPR lain dihitung
berdasarkan nominal Penempatan Dana Antar Bank.

BABIII
BMPK KEPADA PIHAK TERKATT

Pasal 5
Penyediaan Dana kepada scluruh Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 0%
{scpuluh persen) dari Modal BPR.

Pasal 6
Penyediaan Dana dalam benluk Kredit kepada Pihak Terkait wajib memperofeh
persetujuan dari | (satu) orang anggota Direksi dan I (satu) orang anggota
Dewan Komisaris BPR,

Pasal 7
Pihak Terkait meliputi:
a. pemegang saham yang memiliki saham 10% (sepuluh persen) atau lebih

dari modal disctor; '

b, anggota Dewan Komisaris;
¢. anggota Direksi;

d. pihak yang mempanyat hubungcm kc,lmu ga sampai dengan derajat kedua,
baik horizontal maupun vertikal, dengan pihak-pihak schagaimana dimaksud
pada hural a sampai dengan huraf c;-

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan
4 ) Tontang Bank Perkreeditan Rukvat (BPR)




"-fl’clabal Eksekuiif;

Jblﬂ‘sdhddﬁ puusahdan bukan Bank. ydng dumhkl oleh pihak- -pihak
c,bag,mmdna dimaksud. padd hmuf a sampai-dengan huruf e yang
cpCl]uhkdmlyd baik individual maupurkeselunthan sebesar 25% (dua puluh
ima pcrecn) atau debih- ddl_'__m()dal d:sctox perusahaan; - .. i
PR tain yang dimiliks olch p!hdk~p}hdk sehagaimana, dimaksud pddcl hul uf

fqmpal dCﬁg,an huruf e yang, k(,pc,mihkdnnya secara individual sehesar
0% (scpuluh puscn) dmu Ieb1h ddli moddl d1sct(n pddd BPR }am tcxscbut _

31’1{ Jam yang, ol s -
cmg,g,ota Dowan Kemlsamnyd mu updkan an},g,ota Dcwan Kom;sam .

dng,kap _]dbdidn ])ddd BPR idm d;maksud muupakdn S()“ o (me puluh_ :
__atau 1cblh dan mnﬂah kcx,c,lm uhan ang,g,o[d Dmmn Kmmbm 15

1 _1hddn ydng:, 50% (11111d puluh puscn) dtdu i{,b;h ddu mmldh k(.bc,iumhdn U
angjgold Dewan Komisaris dan anggota Dlmksmya merupakan anggola
Yewan Komisaris BPR; - S

Péminjam yang diberikan jaminan oleh pihak sdmgzumana dimaksud pada
' mluf a sampai dengan hurul'i, : :

o Pasal 8 _ _
wediaan Dana kepada pibak-pihak selain yang dimaksud dalam Pasal 7
dapat dikategorikan sebagai Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait apabila
‘penyediaan dana fersebut digunakan untuk keuntungan Pihak Terkait.

BAB IV
BMPK Kl‘ PADAPIHAK T IDAK i) l* RK/\] T
AT Pasal 9 '
(1) -Penyediaan Dana Galam bentuk Penempaian Dana Antar Bank kepada
--BPR lain yang merupakan Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20%
“{dua puluh persen) dari Modal BPR, _ . _
2__) Penyediaan Dana dalam bentuk Kredit kepada 1 (satu) Pesinjam Pihak
idalk Terkail ditetapkan paling tinggi 20% {dua puluh persen) dart Modal
L BPR. . o
3) Penyediaan Dana datam bentuk Kredit kepada 1 (satu) kelompok Peminjam
“Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 30% (liga ;)ulul persen) dari
: Modal BPR.

pnaan Peraturan Perundung-Undangan
mng Rank Perkreditan Rukyat (BPR) 3
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